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Abstrak

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan program
pembangunan rumah tidak lavak huni di Desa Purbahave Kecamatan Pangandaran kabupaten
Pangandaran belum dapat dilaksanokan dengan maksimal Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif vang bersifat deskriptif Sumber data dalam penelitian ini adalah informanpenelitian
sebanyak 20 orang, yang terdiri dari | orang Kepala Dinas Pekerjaan Unum Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Sekretaris Dinas Pekeviaan
UmumPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, ! orang Kepala Bagian
Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatiba Kabupaten
Pangandaran, ! orang Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Pelkerjaan umum Unum
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Fangandaran, | orang Kepala Desa
Purbahaywu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Bidang
Pembangunan Desa Purbahayu, 4 orang Anggota Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 5 orang
Masyarakat yg tidak dapat bantuan tetapi dapat, 2 orang Masyarakat yang seharusnya dapat bantuan
tetapi tidak dapat bantuan, 3 orang Masyarakat vang dapat bantuan. Pelaksanaan program program
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahaw Kecamatan Pangandaran Olel Dinas
Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah cukup
baik tetapi diketahui dari sebagian besar informan memberikan keterangan terhadap setiap indikator
yvang ditanvakan kepada informan bahwa pelaksanaan program program Pembangunan Rumah Tidak
Lavak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum
Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan tahap-
tahap pelaksanaan program sebagaimana peraturan menteri perumahan rakyat nomor 14 tahun 2011
tentang pedoman pelaksangan bantuan stimulan  perumahan swadaya bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Rumah
Tidak Layak Huni Di Desa Purbalwyu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum
Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :Masih
rendabnya kemampuan dan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan
tahapan-tahapan pelaksanaan progam, Upapya-upayve uniuk mengatasi hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan
Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Pangandaran sebagai berikut : Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendamping
masyaraka! dalam melaksanakan tugas dan tanggung jowabnya.

Kata kunci ; Program Pembangunan, Rumah Tidak Layak Huni

PENDAHULUAN Sesuai dengan  Peraturan  Menteri
Sejalan  dengan  telah  diterbitkannya Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 (6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Tentang Rencana Pembangunan  Jangka Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya
Menengah Nasional 2010-2014 dan juga dijelaskan bebrapa pengertian antara lain ;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
02/PRTM/2010 Tentang Rencana Strategis yang selanjumya disingkat BSPS adalah
{Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010- fasilitas pemerintah berupa bantuan social
2014, maka penyusunan Renstra Dircktorat kepada MBR
Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran 2. Masyarakat berpenghasilan rendah vang
dari kedua dokuincn terscbut diatas, selfanjutnya  disingkat  MBR  adalah
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masyarakal yang mempunyai kelerbatasan
daya beli schingga perlu mendapatlkan
dukungan pemerintah untuk memperoleh
rumah yang layak huni
Dijelasakan  dalam  Peraturan Menteri
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya
dijelaskan beberapa pengertian antara lain -
[.  Bantuan stimulant perumahan swadaya
yang selanjutnya disingkat BSPS aadalah
fasilitasi pemerintah berupa bantuan social
kepada MBR
Masyarakat berpenghasilan rendah yang
selanjutnya  disingkat MBR  adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan
daya beli sehingga perlu mendapatkan
dukungan pemerintah untuk memperoleh
rumah yang layak huni.
Berdasarkan kebijakan tersebut di atas
bahwa tujuan program yaitu bertujuan menata
dan mengelola perumahan dan permukiman,
baik dacrah perkotaan maupun pedesaan agar
lebih terpadu dan terkoordinasi serta untuk
mewujudkan ruang nasional vyang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan, yang
diwujudkan dengan adanya : (i) keharmonisan
anata lingkungan alam dan lingkungan buatan;
(ii) keterpaduan dalam menggunakan sumber
daya alam dan sumber daya buatan dengan
memperhatikan sumber daya manusia serta; (iii)
terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan
pencegahan  dampak  negative  terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Dijelasakan dalam Peraturan Menteri
Perumahan Rakyat Republik Indoncsia Nomor
06 Tahun 2013 Tentang Pedornan Pelaksanaan
Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya
dijelaskan beberapa Kriteria penerima bantuan
rumah tidak layak huni :
Kritcria penerima bantuan rumah tidak
layak huni adalah :
4. Warga Negara Indonesia
b. MBR dengan bcrpenghasilan di bawah
upah minimum provinsi rata-rata nasional
atau masyarakatmiskin sesuai dengan data
dari kementrian social
¢. Sudah berkeluarga
Memiliki alau menguasai tanah
c. Belum memiliki rumah, atan memiliki dan
menghuni rumah tidak layak huni
f. Belum  pemah  mendapat  bantuan
perumahan dari pemerintah atau pemerintah

(=]

daerah termasuk yang terkena bencana

alam, kebakaran atau kerusuhan social
g. Didahulukan yang telah memiliki rencana

membangun atau meningkatkan kualitas
rumah yang dibuktikan dengan :

. Memiliki tabungan bahan bangunan

2. Telah wmulai membangun  rumah

sebelum mendapatkan bantuan
stimulant

3. Memiliki asset lain yang dapat

dijadikan ddana tambahan BSPS

4. Memiliki tabungan uang yang dapat

dijadikan dana tambahan BSPS
h. Bersungguh-sungguh mengikuti program
bantuan stimulant perumahan swadaya
i. Dapat bekerja secara kelompok.

Berdasarkan observasi awal yang penulis
lakukan  diketahui bahwa  pelaksanaan
programpembangunan rumah tidak layak huni
di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran
kabupaten  Pangandaran  belum  dapat
dilaksanakan dengan maksimal. hal ini
dibuktikan dengan beberapa indikator sebagai
berikut : '

1). Dari data yang diperoleh di Desa
Purbahayu Kecamatan Pangandaran masih
terdapat 3 rumah yang mendapat bantuan tetapi
dibangun di atas tanah warisan yang belum
dibagi. 2). Masih ada 2 rumah yang memiliki
rumah dengan bahan dinding berupa bilik
bamboo dan kurang mempunyai ventilasi dan
pencahayaan tetapi tidak mendapatkan bantuan
perbaikan  perumahan.  3).  Masih  ada
pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak
huni yang tidak selesai tcpat waktu karena
masyarakat tidak memiliki biaya tambahan atau
tabungan wang maupun bahan bangunan yang
cukup.

Berdasarkan latar belakang penelitian di
atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah
Pelaksanaan  program  pembangunan  rurnah
tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan
Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan  Umum
Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pangandaran 7 2) Bagaimanakah
hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam
pelaksanaan program pembanpunan  rumah
tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan
Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum
Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimanakah
upaya-upaya yang dilakukan unmk mengatasi
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hambatan-hambatan dalam  pelaksanaan
program pembangunan rumah tidak layak huni
di Desa Purbahayn Kecamatan Pangandaran
Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Pangandaran.

METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode penelitian dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, di mana
penclitian yang dilakukan bersifat
deskriptif Untuk memperoleh keabsazhan data,
peneliti menggunakan  teknik  triangulasi
secbagai teknik keabsahan data. Triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsaban data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu
untuk keperluan pengecekan atau sebagal
pembanding terhadap data itu.

Sumber data dalam penclitian ini secara
keseluruhan sebanyak 13 orang Sedangkan
sumber data yang lainnya berupa dokumentasi-
dolumentasi yang di perolch dari Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Pangandaran yang
berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai benkut :

1. Studi Kepustakaan

2. Studi Lapangan dengan cara :

a. Obscrvasi
b. Wawancara

Teknik analisis yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik analisis
kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam
analisis kualitatif menurut Sugiyono (2009:245)
sebagai berikut :

I. Analisis sebelum di lapangan, vaitu analisis
dilakukan sebelum peneliti  memasuki
lapangan, analisis dilakukan terhadap data
hasil studi pendahuluan, atau data sekunder
vang akan digunakan untuk menentukan
folus penelitian,

2. Analisis data di lapangan, yaitu analisis
data dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung,  dan  setelah  selesai
pengumpulan data dalam periode tertentu.

3. Analisis data sclama di lapangan, yaitu
analisis  dimulai  dengan  menctapkan
seorang informan kunci (key informant)
yang merupakan informan yang berwibawa

dan dipercaya mampu ‘membukakan pintu’
kepada pencliti untuk memaseki obyek
penclitian. Setelah itu peneliti melakukan
wawancara kepada informan tersebut, dan
mencatat hasil wawancara.

LANDASAN TEORI
Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata “laksana”
yang memperoleh awalan “pe’ dan akiran “an™
sehingga membentuk sebua kata kerja. Menurut
Kamus Bahasa Indonesia  (Marhijanto,
2009:222) laksana menpgandung arti “laku atau
berbuat’ Sedangkan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (Irvante dan Suharto,
2005:1500 laksana adalah *laku, sifat atau
perbuatan®™.

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan mengandung
arti berbuat untuk melakukan sesnatn sehingga
yang menjadi tujuan dapat tercapai.

Pengertian Program
Program adalah suatu rencana tersusun
yang dapat dijadikan pedoman untuk
melaksanakan kegiatan sehingga setiap kegiatan
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Schubungan dengan hal
tersebut  Suharto dan  Iryamto  (2004:28)
discbutkan bahwa program memiliki pengertian
“Ikhtisar, acara atau daftar” sedangkan
menurut Handayani dan Suryani {(2006:357)
pengertian program adalah : “Rencana atau
acara’.
Selanjutnya  berdasarkan  pengamatan
Hikmat  (Setiawan  (2011:38), cid-cir
pelaksanaan program meliputi ©
1. Jangkauan pelayanan yang terbatas
2. Masih kuat didasarkan pada pemunjuk
pelaksanaan teknis yang kaku
3. Kurang memberikan kesempatan kepada
masyarakal untuk terlibat dalam proses
perencanaan dan cvaluasi

4, Sctiap tahapan kegiatan didominasi oleh
peran petugas pemerintah

5. Orientasi keberhasilan program masih
terbatas pada  pencapaian target
fisik/administrasi

Berdasarkan pendapat di  atas, bahwa
dalam pelaksanaan program pemerintah masih
terdapat kelemahan-kelemahanan yang
membuat  pelaksanaan  program  lersebut
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berjalan kurang efektif, hal im di sebabkan
karena dalam setiap tahapan kegiatan peran
aparatur pemerintah lebih dominan sedangkan
peran masyarakat masih rendah.

Pengertian Pembangunan

Pada uwmumnya pembangunan diartikan
sebagai perkembangan suatu bangsa menuju
perbaikan di berbagai bidang atau juga sering
kita dengar bahwa pembangunan merupakan
uszha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana dari kondisi yang tidak baik menjadi
lebih baik.

Menurut Siagian, (2012:2) memberikan
definisi  pembangunan  sebagai  berikut:
“Pembangunan adalah mgkaian mewujudkan
pertumbuhan dan perubahan secaraterencana
dan sadar uang ditempuh oleh suatu negara
bangsa menuju modemnitas dalam rangka
pembinaan bangsa (NationBuilding)”.

Sedangkan  pengertian  pembangunan
menurut Aji dan Sirait (1984:6) secara lebih
lengkap merumuskan bahwa :

Pembangunan adalah suam proses yang

terus menerus yang dilakukan terencana

untuk memperbaiki kehidupan masyarakat
dalam berbagai aspek seperti ekonomi,

HASIL DAN PEMBAHASAN

politik, social, budaya. Pembangunan
dilaksanakan  dengan  memaksimalkan
sumber daya manusia, sumber daya alam,
teknologi dan moral. Akan tetapi dengan
pertimbangan pula keseimbangan
masayrakat dan lingkungannya dalam
Jangka pendek meupun jangka panjang.
Menurut Todaro (2000:21), Pembangunan
memberikan beberapa implikasi bahwa:
1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk
peningkatan income, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan
aspek kemanusiaan, seperti peningkatan;

a. Life sustenance: Kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar,

b. Self-Esteem: Kemampuan untuk menjadi
orang yang utuh yang memiliki harga
diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang
lain.

¢. Freedom From Survitude -: Kemampuan
untuk melakukan berbagai pilihan dalam
hidup, yang tentunya tidak merugikan-
orang lain.

Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Purbahayu Kecamatan
Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Pangandaran

Setelah penulis melakukan wawancara dan observasi dalam penelitian ini selanjuinya penulis

membuat rekapitulasi hasil jawaban informan men

ganai Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah

Tidak Layak Huni di Desa Purbahayn Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum
Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaransebagai berikut

Tabel §

Rekapitulasi Jawaban Informan Mengenai Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak
Humi di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran

No Dimensi Indikatuor Jawaban Informan
I Merancang Pelaksanaan informan nomor 1, | informan nomar 4, | informan nomor 11
bangim identilikasi 2,378,012, 13,14, | 5. 6,9, 10, 19 dan atau bahwa balvwa
(mendesain) terhadap 16, 17 dan 18 20 bahwa identifikasi
program masyarakal diperoleh identifikasi terhadap
berpenghasilan | keterangan bahwa | terhadap masyarakat
rendah identifikasi masyarakat berpenghasilan
terhadap berpenghasilan rendah yang
masyarakat rendah memang dilabukan terscbut
berpenghasilan ada sudah pasti benar
rendah sudah atau belum
dilakukan
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| Sosialisasi informan nomor 1, | infoonan nomor 5, | informan nomor &
| kepada 2,3,4,10,11,12, | 6, dan 7 atau dan 9, 19 dan 20
f masyarakat 15, 16, i7 dan 18 hahwa tojuan yang menyatakan
mengenai diperoleh program bahwa tujuan
persyaratan keterangan bahwa | pembangunan pProgram
percritia sosialisasi program | rumah tidak layak | pembangunan
bantuan pembangunan tidak | huni adalah unik layak huni adalah
layak huni sudah meningkatkan agar masyarakat
pernah kesejahtcraan miskin dapat
dilalsanakan masyarakat memenuhi
kebuiuhan
perumahan
Bimbingan mforman nomor 1, | informan nomor 5, | informan nomor §
tcknis 2,3,4,7, 14,16 6,9,10,1, 13dan | dan 12, 19 dan 20
kelompok dan 17 yaitu bahwa | |8 bahwa dalam yang menyatakan
penerima bimbingan teknis pelaksanaan bhahwa bimbingan
bantuan dalam pelaksanaan | program teknis kepada
program dapat pembangunan kelompok
diketahui dari rumah tidak layak | penerima bantuan
kemampuan dan huni telah sudah pernah
keterampilan para dilakukan dilaksanakan
pclaksana bimbingan teknis '
dari dinas terkait
Target waktu informan nomer 1, | informan nomor 8, | informan 10, 13,
yang ditetapkan | 2,3,4,5,6,7,9, | 11,12 dan I8 19 dan 20 yang -
dalam 14,15, 16 dan 17 bahwa pihaknya menyatakan bahwa
melaksanakan babwa dalam kurang mengetahui | waktu yang ada
program BSPS | pelaksanaan secara pasti belum dapat
program masalah waktu dimanfaatkan oleh
pembangunan dalam pelaksanaan | pelaksana sesuai
rumah tidak layak | program dengan wakiu ang
huni telah tersedia telah ditentukan
waktu yang jelas
Pengesahan informan nomeor 1, | informan nomor 4, | informan nomor 7,
data 2,3, 14, 15 dan 5,6,9,10,17 dan | 8, 10,11,12,13,
permohonan 1 6diperoleh 12 bahwa pihaknya | 19 dan 20 bahwa
BSPS yang keterangan babwa | lurang mengetahui | pihaknya tidak
tertuang dalam | pengesahan data pengesahan data secara pasti
formulir data permohonan BSPS | permohonan BSPS | mengetahui bahwa
permchonan telah tertuang teruang atan
BSPS dalam formulir belum dalam
data permohonan formulir data
BSPS permchonan BSPS
Melaksanakan Rencana informan nomor 1, | informazn nomor 4, | informan 12, 13,
(mengaplikasikan) | penggunaan 2,3,6 7,89 14 | 510,11, 17dan 19 dan 20 bahwa
program dana 15 dan 16 bahwa 1 babwa dalam PCTENCANAAN
dalam pelaksanaan | pelaksanaan penggunaan dana
prOEram program datam pelaksanaan
pengpunaan dana penggunaan dana program sudah ada
sudah ada sudah direncanakan
perencanaanoya
Penunjukan informan nomor 1, | informan nomor &, | informan nomor 9,
terhadap tempat | 2.3.4, 5, 14,15 T, 10,17 dan 18 10, 12, 13, 19 dan
pembelian dan 16 buhwa baliwa sudah 20, bahwa adanya
bahan banpunan | dalam pelaksanaan | dilakukan penunjukan
Rrogram penunjukan terhadap tempat
pembangunan terhadap tempat pembelian bahan
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rumah tidak layak
huni telah
menunjuk lempat
untuk pembelian
bahan bakunya

untuk pembelian
bahan baku

bangunan sudah T
dilakukan

Swadaya informan nomor 1, | informan nomor 6, | informan 1 1,12,
pencrimadana | 2,3,4,5,9, 14dan | 7,8, 10, 13, 16,17 | 19 dan 20 yang
bantuan 15 bahwa dalam dan 18 bahwa menyatakan bahwa
pelaksanaan swadaya masyrakat | swadaya
program sudah culup baik masayarakat sudah
pembangunan cukup baik
rumah tidak layak
huni telah ada
swadaya dari
masyarakat
Pelaksanaan informan nomer I, | informan nomor 5, | informan nomor 1,
pembangunan 2,3, 4,14, 15 dan 6,8, 10,17, 18dan | 9, 11,12, 13 dan
atau 16 diperoleh 19 bahwa 20 menyatakan
meningkatkan keterangan bahwa | pembangunan bahwa pelaksanaan
kualitas rumah | dalam pelaksanaan | rumah tidak layak pembangunan
layak huni pembangunan huni di Desa rumah tidak layak
rumzh tidak layak | Purbahayu hui di masih
huni di sudah Kecamatan larrang berkualitas
cukup berkualitas | Pangandaran sudah
cukup berkualitas
Pemberdayaan | informan nomor |, | informan nomor 5, | informan nomar 9,
terhadap 2,3,4,7, 14,15 6,8, 17 dan 19 10, 11,12, 13, I8
masyarakat dan 16 yaitu bahwa dalam dan 20 menyatakan
dalam pemberdayaan pelaksanaan bahwa
pelaksanaan tnasyarakat dapat program pemberdayaan
progam diketahui dati pembangunan tidak | masyarakat dalam
adanya kesadaran layak huni telah pelaksanaan
masyarakat dalam | ada pemberdayaan | program
berpartisipasi masyarakat pembangunan
rumah tidak layak
huni sudah cukup
baik
Membangun Tahapan- informan nomor 1, | informan nomor 4, | informan nomor
sistem tahapan 2,377,812, 13,14 | 5,6,9dan 16 10,11, 17, 18, 19
penjadwalan, pelaksanaan dan 15 dipercleh bahwa tahapan- dan 20 bahwa
monitoring, dan programa BSPS | keterangan bahwa | tahapan dalam tahapan-tahapan
sarana-sarang dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan
pengawasan yang melaksanakan program sudah ada | program
tepat guna scrta program telah pembangunan
evaluasi (hasil) dibuat tahapan- rumah tidak layak
pelaksanaan tahapan sccara huni di Desa
kebijukan pasti Purbahayu
Kecamalan
Pangandaran
Kabupaten
Pangandaran sudah
dilaksanakan cukup
baik.
Penguwasan informan notnor 1, | Informan nomer 7, | Informan nomor
dalam 2,3,4.56,9 14, 8, 10, 19 dan 20 11,12, 13 dan 18
pelaksanaan 15, 16 dan 17 bahwa dalam bahwa keterlibaran
program pongawasannya pengawasan masyarakat dalam
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dilakukan aleh tethadap pengawasan
pemerintah desa pelaksanaan peclaksanaan
dalam hal ini program program di Desa
Kepala Desa dan masyarakat kurang | masih rendah
badan terlibat
Permusyawaratan
Desa (BFD)
Pengendalian Informan nomor 1, | Informan nomor 6, | Informan nomor
dalam 2,345, 14,15 7,8,9, 17 dan 18 0,11, 12, 13,19
pelaksanaan dan 16 bahwa bahwa Pemerintah | dan 20 yang
program dalam pelaksanaan | Desa belum menyatakan balwa
program telah melakukan Pemerintah Desa
melakukan pengendalian kurang tanpgap dan
pengendalian dengan baik respon terhadap
terhadap hasil laporan-laporan
pelaksanaan yang di sampaikan
program schingga oleh masyarakat
ditemukan
beberapa
kelemahan dan
kckuarangan
Laporan dalam | informan aomor 1, | informan nomor 4, | informan nomer
pelaksanaan 2,3,7,812,13, 14 | 5,6,9,10,15, 16 10,11, 17, 19 dan
program dan 15 diperolch dan 18 bahwa 20 bahwa dalam
keterangan balvwe | laporan pelaksanaan
dalam pelaksanaan pembangunan’
melaksanakan pembangunan rumah tidak laak
program perumahan rumah | huni belum dapat
pembangunan tidak layak huni di | dilaskanakan
rumah tidak layak | Desa Purbahayu secara maksimal
huni, pelaksanaan | Kecamatan
laporan keglatan Pangandaran
sudah dapat Kabupaten
dilaskanakan cukup | Pangandaran sudah
baik cukup baik
Pengendalian informan nomor 1, | informan nomor 5, | informan nomor §,
dalam 2,3,4,10,11,12, 6,7,17, 18 dan 9 dan 19, yang
pelaksanaan 13, i4, 15 dan 16 20bahwa program | menyatakan balvwa
program diperoleh pembangunan pengendalian
keterangan babwa | rumah tidak layak program
pengendalian huni sudah dapat pembangunan
program dikendalikan rumah layak huni
pembangunan fidak | dengan cukup baik | adalah agar
layak huni sudah masyarakat tidak
pernah mampt dapat
dilaksanakan cukup memenuhi
baik kebutuhan
perumahan
Berdasarkan hasil rckapitulasi jawaban Pangandaransudahcukup  dilaksanakan tetapi
responden di atas, dapat diketahui bahwa diketshui  dari  sebagian besar informan
pelaksanaan program program Pembangunan memberikan  keterangan  terhadap  setiap

Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu
Kecamalan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan

Umum  Perhubungan  Komunikasi  Dan
Informatika Kabupaten

indikator yang ditanyakan kepada informan
bahwa  pelaksanaan  program  program
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni i
Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Olch
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Dinas  Pekerjaan  Umum  Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Pangandaranbelum sesuai dengan tahap-tahap
pelaksanaan program sebagaimana peraturan
menteri perumahan rakyat nomor 14 tahun
2011 tentang pedoman pelaksanaan bantuan
stimulant perumahan swadava bagi masyarakat
berpenghasilan rendah

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan

program Pembangunan Rumah Tidak

Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecanzatan

Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum

Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Pangandaran
Dari hasil wawancara dengan informan

bahwa hambatan-hambatan tersebut antara lain

sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kemampuan dan
tangsung jawab satuan kerja perangkat
daerah dalam melaksanakan tahapan-
tahapan pelaksanaan progam.

b. Masih kurangnya sosialisasi vang dilakukan
satuan kerja perangkat daerah kepada tim
tckhnis dan kelompok penerima bantuan.
Schingga tim tekhnis dan kelompok
penerima  bantuan dalam melaksanakan
progam belum secara optimal

c. Pelaksanaan pendataan masyarakat
penerima manafaat hanya berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik (BPS) saja tidak
berdasarkan tinjauan lapangan

d. Kurangnya koordinasi antara satuan kerja
dengan  pihak  pemerintah  desa dan
kclompok penerima bantuan

Upaya-upaya untuk menhgatasi hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan program
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di
Desa PurbahayuKecamatan Pangandaran
Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Pangandaran

Diari hasil wawancara dengan informan
bahwa  Upaya-upaya untuk  menhgatasi
hambatan-hambalan dalam pelaksanaan
program Pembangunan Rumah Tidak Layak
Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan
Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum
Perhubungan Komunikasi Dan  Informatika
Kuabupaten  Pangandaranantara  lainsebagai
berikut :

a, Melakukan pendidikan dan pelatihan
kepada tenaga pendamping  masyarakat
dalam melaksanakan tugas dan tanggung
Jawabnya

b. Melakukan sosialisasi kepada tim tekhnis
dan kelompok penerima bantuan dalam
pelaksanaan program pembangunan rumah
tidak layak huni. Sosialisasi proses yang
mcmbantu  tim  tekhnis dan  kelompok
penerima bantuan belajar dan
menyesuaikan terhadap bagaimana cara
melaksanakan program

¢. Melakukan cross ceck atau pendataan ulang
terhadap masyrakat tidak mampu ke setiap
dusun

d. Melakukan koordinasi antara satuan kerja
dengan pihak pemerintah desa dan
kelompok penerima bantuan

KESIMPULAN DAN SARAN .

Kesimpulan :

1. Bahwa Pelaksanaan Program Pembangunan
Rumah Tidak Layak Huni Di Desa
Purbahayun Kecamatan Pangandaran- Oleh
Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Pangandaran sudah dilaksanakan tetapi
diketahui dari sebagian besar informan
memberikan keterangan terhadap setiap
indikator yang ditanyakan kepada informan
bahwa Pelaksanaan Program Pembangunan
Rumah Tidak Layak Huni Di Desa
Purbahayu Kecamatan Pangandaran Olch
Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Pangandaran belum sesuai karena masih
ada  masyarakat yang  scharusnya
mendapatkan bantuan rumah tidak layak
huni tetapi tidak mendapatkan bantuan, dun
masih ada masyarakat yang seharusnya
tidak mendapatkan bantuan numah tidak
layak huni tetapi mendapatkan bantuan

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
program  Pembangunan Rumah Tidak
Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan
Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum
Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pangandaran, Masih rendahnya
kemampuan dan tanggung jawab satuan
kerja perangkat daerah dalam
melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan
progarm, tahapan-tahapan dalam
pelaksanaan program  berkaitan dengan
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target vang dilaksanakan sesuai dengan
yang direncanakan, tidak tumpang tindih
atau bertentangan dengan kebijakan lain,
kurangnya sosialisasi yang dilakukan
satuan kerja perangkal daerah kepada tim
teknis dan kelompok penerima bantuan
Dalam Pelaksanaan pendataan masyarakat
penerima manfaat hanya berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik (BPS) saja tidak
berdasarkan tinjauan lapangan, Kurangnya
koordinasi antara satuan kerja dengan pihak
pemerintah desa dan kelompok penerima
bantuan. Sehingpa tim tekhnis dan
kclompok  penerima  bantuan  dalam
melaksanakan progam  belum  secara
optimal.

Upaya-upaya untuk menhgatasi hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan program
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di
Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran
Oleh Dinas Pekegaan Umum Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Pangandaran, Melakukan pendidikan dan
pelatthan  kepada tenaga pendamping
masyarakat dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dan melakukan
sosialisasi kepada tim teknis dan kelompok
penerima bantuan dalam pelaksanaan
program pembangunan rumah tidak layak
luni, sosialisasi scbagat proses yang
membantu tim teknis dan kelompok
penerima bantuan belajar dan
menyesudikan terhadap bagaimana cara
melaksanakan program, juga melakukan
cross ceck atau pendataan ulang terhadap
masyarakat tidak mampu ke setiap dusun
dan koordinasi antara satuan kerja dengan
pihak pemerintah desa dan kelompok
penerima bantnan.

Saran

Adapun saran  yang ingin  penulis

sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1.

Agar pelaksanaan program Pembangunan
Rumah Tidak Layak Huni I Desa
Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh
Dinas Pekejaan Umum  Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Pangandarandapat lebih optimal, maka perlu
dilakukan beberapa hal antara lain,
Sebaiknya . Dinas  Pekerjaan  Umum

. Agar hambatan-hambatan

. Apar upaya-upaya  untuk

Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pangandaran dalam
melaksanakan program pembangunan rumah
tidak layak huni di Desa Purbahayu

Kecamatan Pangandaran Kabupaten
Pangandaran melakukan tahapan-tahapan
pelaksanaan  program  sesual  dengan
Peraturan Menteri  Perumahan Rakyat,

melakukan pendidikan dan pelatihan secara
intensif agar program pelaksanaan BSPS
dipahami dan dapat dilaksanakan dengan
baik oleh pemangku kepentingan dan
pembinaan kepada pegawai sehingga
pemahaman pegawai terhadap program dan
kebijakan yang akan dilaksanakan lebih
meningkat dan  juga  meningkatkan
koordinasi dan  komunikasi  dengan
masyarakat penerima bantuan

dalam
pelaksanaan program Pembangunan Rumah
Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu
Kecamatan Pangandaran Oleh  Dinas
Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi

Dan Informatika Kabupaten
Pangandaranpenangmulangan  kemiskinan
melalui  bantuan perumahan di Desa

Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh
Dinas Pekerjaan  Umum  Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten,
maka hal yang perlu dilakukan adalah
sebaikmya Dinas  Pekegaan  Umum
Perhubungan Konunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pangandaran melakukan
bimbingan teknis dan membuat petunjuk
teknis  agar  pelaksamaannya  dapat
dilaksanakan secara jelas bagi pelaksana
dalam melaksanakan program, melakukan
sosialisasi kepada kelompok penerima
bantuan bersama-sama dengan tim teknis,
melakukan  bimbingan teknis  kepada
penerima bantuan dengan tepat agar bantuan
dapal dilerima tepal sasaran, melakukan
koordinasi antara dengan satan  kerja
lainnya termasuk dengan pihak pemerintah
desa dan serta kelompok penerima bantuan.
mengatasi
hambatan-hambatan dalam  pelaksanaan
program Pembangunan Rumah Tidak Layak
Huni [ Desa Porbahayu Kecamatan
Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum
Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pangandaranlebih optimal, maka
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hal yang perlu dilakukan adalah melakukan
komunikasi  dan  kourdinasi dengan
pemerintah desa lain uniuk mengetahui
sejauhmana tingkat keberhasilan vang telah
dicapai oleh pemerintah desa lain schingga
dapat mencontoh sistem dag dapat
diterapkan  di  pemerintah desanya,
melakukan sosialisasi pendataan  secara
langsung ke sctiap warga desa dad mulaj
tingkat RT, RW dan Dusun yang ada untuk
mengetahui realita yang scbenarnya agar
diperoleh data yang valid sehingga dalam
penyalurannya dapat dilaksanakan dengan
tepal  sasaran, Melakukan pengecekan
terhadap program yang telah dilaksanakan
agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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